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DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat paripurna acara penandatangan nota 

kesepakatan perubahan KUA-PPAS Kabupaten Tanah Laut TA 2024, Senin (5/8/2024). Rapat 

ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Muslimin, didampingi wakil ketua 1 H 

Atmari dan wakil ketua 2 H Rahimullah, beserta jajaran anggota DPRD. Dari pihak pemerintah 

daerah dihadiri Pj Bupati Syamsir dan SKPD terkait.  Rapat Paripurna disepakati bersama dan 

ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten 

Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 Ditandatangani Pj Bupati Syamsir Rahman dengan 

Muslimin pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut. Ketua DPRD Tala Muslimin mengatakan, 

Paripurna pada hari ini, dilaksanakan sebagai bentuk harmonisasi dan sinergitas dari fungsi 

pengawasan anggaran DPRD bersama pemerintah daerah. Sebagai bentuk implementasi 

peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 

“Dikarenakan adanya kondisi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang 

sebagaimana disampaikan dalam kebijakan umum APBD, seperti halnya target proyeksi 

pendapatan daerah,” katanya. Ia menambahkan, realisasi belanja serta sumber pembiayaan. 

Maka pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut diharuskan membuat formulasi ke dalam 

rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang akan menjadi acuan dalam penyusunan 

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Tanah  Laut  Gelar  Rapat  
Penyampaian KUA-PPAS Tahun 2024 
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Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanah Laut.  Muslimin mengatakan, setelah 

melalui proses pembahasan panjang usul perubahan KUA-PPAS Kabupaten Tanah Laut TA 

2024, antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Maka perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten 

Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, disepakati untuk diparipurnakan dengan jumlah 

sebagaimana terlampir pada kesepakatan. 

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) bersama DPRD setempat secara bersama-sama telah 

menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon 

Anggaran (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024. 

Pada Rapat Paripurna Senin dua hari lalu, kedua pihak telah menandatangani 

persetujuan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS 2024 tersebut. 

Persetujuan itu juga dibarengi catatan dan saran dari Badan Anggaran DPRD Tala. 

Catatan media ini, Rabu (7/8/2024), ada beberapa saran yang disampaikan sebagai bahan 

masukan kepada pemerintah daerah setempat.  

Berikut catatan, saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut: 

- Pemerintah Kabupaten Tala diharapkan lebih cermat dalam hal penyusunan dokumen 

perencanaan dan dokumen keuangan daerah sesuai kaidah peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta tepat waktu dalam hal penyampaian.  

- Dalam penyusunan dokumen tersebut, Pemkab Tala diharapkan melakukan kebijakan 

harmonisasi terlebih dahulu antara SKPD atas substansi atau esensi dokumen agar terjadi etika 

komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman serta salah tafsir atas informasi 

yang disajikan. 

- Pemkab Tala diharapkan menggunakan anggaran belanja secara efektif dan efisien. 

Dialokasikan untuk program yang dapat menunjang produktivitas dan lebih inovatif serta tidak 

terjebak pada rutinitas. 

- Ke depannya Pemkab Tala diharapkan lebih fokus menempatkan prioritas 

pengalokasian anggarannya lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan 

yang menggambarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan 

kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Laporan Badan Anggaran DPRD Tala atas pembahasan Rancangan Perubahan KUA 

PPAS 2024 merujuk Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

PP tersebut menyebutkan Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran ke dalam rancangan perubahan KUA PPAS 

berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2024 telah diagendakan dalam 

Keputusan DPRD Tala Nomor 170/20/Kep./DPRD-TL/VII/2024 tentang Penetapan 
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Jadwal/Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Bulan Juli 

Tahun 2024. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.  

4) Rancangan KUA memuat:  

a. kondisi ekonomi makro daerah;  

b. asumsi penJrusunan APBD;  

c. kebijakan Pendapatan Daerah;  

d. kebijakan Belanja Daerah;  

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f. strategipencapaian 

5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:  

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan  

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing 

masing Program dan Kegiatan 
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